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12. Peraturan Pemerintah Nomar 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggarnan Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090}

13 Pernturan Pemenintah Nomor 55 Tahun 2005 lam
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan umm

Republik Indonesia Nomor 4576),

15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntans: Pemerintahan (Lembaran Negara Republik in
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara R
Indonesia Nomor 5165},

16. F'eratumn Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentar
Daerah (Lembaran Negara Republik mdwm
6-102], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Nomor 72 Tahun 2019 tmtnngFamhahanM ‘erature
Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang n
(Lembaran Negara Republik 1ndnnmia1‘ahmnzﬂ“lﬁ 1Y
TN,

17, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ﬂﬂlﬁ‘mt _ "nge :_:_j___';‘:'_.-'-_?_'
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In thun
2019 Nomor 42},

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peng
Barang/Jasa Pemerintah (Berita N  Republik
Tahun 2018 Nomor 33);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139),

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informast Pemerintahan Daerah  (Berita Negara Eepub!ﬁl
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 ),

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2019
Nomaor 42);

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tmta?
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2449),

27. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rang
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019
(Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 825};

30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang |

Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kiﬂ;huﬂaim 18
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungu Ta']:iui:l NTA "_-“??_'-.

Tahun 2016 tentang Pm'uba!lan \tas Peraturan Dae :-_ h Nom
'lhhuﬂ 2014 I:enml T ~. T -i '" ‘ _ a

———
'.:!'. lllll
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1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanaka®

satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai b;ﬁ?ﬁ ﬁ
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan S~
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang e
personal (sumber daya manusia), barang mnclﬂl mstali
peralatan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa #
kesernua jenis sumber days tersebut sebagal masukan (inpy

| untuk  menghasilkan  keluaran  (output) dalam  bentuk

barang/jasa,

Pasal 2

APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.076.232,821 965.-
(Satu triliun tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga dug juta de! oo
ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas |
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rinciar
sebagai berikut : | | .
a. pendapatan daerah Rp1.069.531.440.865,-
b. belanja daerah Rp1.073.932.821.965,-
(Defisit)/Surplus Rp4.401.381. 100,-
¢. pembiayaan Daerah | |
1. penerimaan Rp. 6.701,381.100,-
2. pengeluaran Rp. 2.300.000.000,-
pembiayaan Netto Rp4.401.381.100,-

d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0
Pasal 3

Angearan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rpl.069.531.440.865 (Satu triliun enam puluh Sembilan milyar lima ratus tiga
puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh lima
rupiah).- yang bersumber dari:

a. apatan asli daerah;

¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tl A

Pasal 4
2 hurud a

direncanakan sehesar Rp165.266.604.227 -{Seratus enam puluh lima milyar

o
-

puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah; :

-------
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Pasal 8 l

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam FPasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp779.872.217.474, (tujuh ratus tujuh puluh
sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus rujub belas
nbu empat ratus tujuh empat rupiah), yang terdin atas:

a. belanja pegawai,

b, belanja barang dan jasa;
¢. belama subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a &mm
sebesar Rp467.995.429.389,- (empat ratus enam pulllh - mulyar
Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua
ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah). - :

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana MMMQR_ o hur

direncanakan sebesar Rp298.290.819.345- (dua ratus Sembilan puluh
delapan milyar dua ratus sembilan pu]uh juta delapa mmw

(4) Belanja Subsidi sebagaimana (1] rex
sebesar Rp.0,- (nol). . ,I . |
(S) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud mhmjﬂ! de
| sebesar Rpl3.585.968.740,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima
juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus mm
rupiah).
(6) Belanja Bantuan Sosial mmmﬁmmmuwmhuﬁe
direncanakan sebesar Rp0,- (nol),

(1) Asg Belaiix Modal sobagaiman
direncanakan sebesar Rp45.771. 180.027 - (umpat puluh » milyar tujuh
ratus I:q]uh puluh satu _mta serratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh

mm'm (1) huruf a
(ﬂmwmuhthsjmhmng

iiiiiiii
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(6) l'-'-i::ﬂ A Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimak&ud pada ayat (1) huruf
& direncanakan sebesar Rp5 497.314. 796, (lima milyar empat ratus sembilan

F“l'llhhlttuuh Juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam
rupia

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp56.264.279.862.- (lima puluh enam mlyar dua ratus
enam puluh empat jutadua ratus wjuh pulub sembilan ribu delapan ratus enam
puluh dua rupiah).

Pasal 11
(1)  Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ﬁ
direncanakan sebesar Rpl191.997.144.602,- (seratus sembilan puluh s -
milyar sembilan ratus sembilan puluh tuguh juta seratus empat puluh e:
ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas: _.Ir

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan. |
I| (2] Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

direncanakan sebesar Rp5.246.462.502,- (lima Eﬂymﬁmm emf

enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua r

(3] Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dhuaﬁhanﬁ.mm' L b

direncanakan sebesar Rp186.750.682.100,- (seratus delapan puluh enam

milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dm ‘puluh dua ribu

seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp6.701.381.100,- (enam milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh
satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

H:mﬁmaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
| .- « an sebesar Rp6.701. 381.100,- (enam milyar tujuh ratus
B i s, ot o et aan

. L 1 pe 1 anggarar mﬁmwu
rimaan pembiayaan ""‘-----_,,._,L_‘ uai dengan ketentuan peraturan
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Pasal 15

(1) Selisith antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengalkibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.0 (Nol). e
mm

(2]  Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pem
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.401.381.
milvar empat ratus satu juta tiga ratus delapan ribu seratus rupiah),

Pasal 16

(1] Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, wm
dapat melakukan pengeluaran vang belum tersedia mmﬁlﬂ !!
pengeluaran melebihi pagu vang ditetapkan dalam peraturan daerab ||
pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Bupati selanjutnya dimasukan m |
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
nasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
bublik.

| (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ©:

| a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

' anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat dlprl:ﬂ‘lkﬂlkﬂ.ﬂ sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

{4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana
dimmud pada ayat (3) dapat menggunakan :

a. anggaran belanja tidak terduga; dan

b. m:&mhasﬂpe:dadwalm ulang capaian target kinerja program dan

) giats _'lpimynt!ﬂnmmtutahun anggaran berjalan; atau

{5) - ds Jagaimans dimkmd pada ayat (4] dilaksanakan

= e .

- -
e Wl = =

.'|--: '_'-l:'_ - Hiwr.
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| nia Pegawai pada SKPD
(8] Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja  Fegn kebijakan

| - _ | g d danya
tertenty vang meliputi Gajl dan Tunjangan, TPP FNS dan : AgBD wetelah

Pemerintah  Pusat vang berdampak terhadap Struktu
“ lebih lanjut sebagaimans
Peraturan Bupati fentang

penetapan APRBD maka dilakukan penyesuaian
mestinya  untuk selanjutnya ditampung dalam
Pergabaran APBD Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sehagal
3. Pasal 7. dan Pasal 12 merupakan dasar bagi Fe
melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Pasal 18

(1] Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ¢
meliputi alokasi anggaran untuk : | r_» _ _
a  pengeluaran daerah yn:;g’- bersifat darurat dan mende
peraturan perundang-undangan; e _" -
b. pengembalian pendapatan atas penerimaan daerah prie i -

¢ rencana belanja daerah tertentu yang belum dapat diform
rine. | - - o T WS |
(2) Dalam hal formulasi anggaran belanja sebagaimana ayat (1) huruf ¢ secara
rinci telah dapat dilakukan sesuai petunjuk teknis y W Mﬂ ‘
menurut penetapan oleh pejabat berwenang, maka di - penggeseran
anggaran mendahului Perubahan APBD dengan ketentuan memberitabukan
secara tertulis kepada Pimpinan DPRD

Pasal 19

{1) Penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran bela . sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dan penggeseran anggaran belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakam mendahului Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dengan merubah Peraturan Bupati  tentang

Penjabaran APBD Tahun anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan

Jerdasarkan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1),
4 dilakiikan penetapan DPA-SKPD, sesuai ketentuan perundang-

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

§ - x | 5 - ]
BCDAPAIIMANAS
B . F - -
e 1I_i|||
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Jin Bachsan No mi-rmmm
Jin H.Sudin Pal 2 (belakang samsat) No 10

fin Imam Bonjol RT 12 RW 04

JIn Sultan Thaha lorang Delapan Putra Nomor 54
Jin Sultan Thaha No 02 :
Bungo

Jin Umat Ahmad RY/RW 02/07

Jin Tarman Siswa RT 001 RW 001

Jin Diponegaro

Jin Lintas Sumatera Kel 6 Sungai ﬂl’iﬁ_
|1n, Teuku Umar No. 6 RyRw 2509
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